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ABSTRACT

That in Indonesia the earth, water and natural resources contained therein dominated by esarnya state for the benefit of the people. With the rights of control of the state, the state is authorized to provide land rights. One of the parcels of land are considered the most perfect is the title for the land that is the strongest and fullest. Of property rights over land, rights holders entitled to take advantage of their rights to the land to its interests, including transferring it to others. There are several intermediate forms of land rights, such as the sale and purchase, exchange, lease, etc., all of which on average are reciprocal. However there is one form of which we are familiar with Grant.
Grant is a persetujun the penghibah, at a time when its life, freely and with irrevocable, handed some object for the purposes of the grant recipient receives the submission and has ditur in article 1666 BW, whereas the definition of property rights is the right hereditary, the strongest and most are able to possess the land, with the provisions of article 6 of the BAL. Property rights can be switched and transferred to another party in accordance with article 20 of the BAL.
ABSTRAK

Bahwa di Indonesia bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara untuk sebesar-esarnya kepentingan rakyat. Dengan hak menguasai dari negara, negara diberi kewenangan untuk memberikan hak atas tanah. Salah satu hak atas tanah yang dianggap paling sempurna adalah hak milik atas tanah yang bersifat terkuat dan terpenuh. Terhadap hak milik atas tanah, pemegang hak berhak memanfaatkan haknya atas tanah tersebut untuk kepentingannya, termasuk mengalihkannya kepada orang lain. Ada beberapa bentuk peralihan hak atas tanah, seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, dll, dimana kesemuanya rata-rata bersifat timbal balik. Namun ada satu bentuk yang kita kenal dengan Hibah.

Hibah adalah suatu persetujun si penghibah, diwaktu masa hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan tersebut dan telah ditur dalam pasal 1666 BW, sedangkan yang dimaksud dengan hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 UUPA. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan pasal 20 UUPA.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Di dalam Negara Republik Indonesia, bumi, air dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa mempunyai fungsi penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Bahkan dapat dikatakan  bahwa hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air dan kekayaan alam yang ada didalamnya mempunyai kodrat dan  karenanya bersifat abadi.


Bumi, air dan kekayaan alam yang ada didalamnya, dalam Negara Hukum Republik Indonesia, dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya UUPA menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh Negara. Atas dasar Hak Menguasai dari Negara ini, maka Negara mempunyai wewenang selaku organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat Indonesia pada tingkatan yang tertinggi untuk:
1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa 

2. Menentukan dan mengatur hubungan – hubungan hukum antara orang dengan bumi dan lain – lainnya atau menentukan dan mengatur hal – hal yang dapat dipunyai atas bumi.

3. Menentukan dan mengatur hubungan – hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Penguasaan atas bumi, air dan ruang angkasa beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan digunakan sebesar-besarnya. Kemakmuran seluruh rakyat Indonesia adalah di tangan Negara. Berikut wewenang pengaturan dan penyelenggaraannya.

Berdasarkan penguasaan Negara inilah, kemudian UUPA  pada pasal 2 juncto pasal 4 juncto pasal 16 disebutkan beberapa hak – hak atas tanah yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

Tanah mempunyai fungsi yang amat penting bagi kehidupan manusia. Untuk kelangsungan kehidupannya manusia membutuhkan tanah sebagai sumber mata pencahariannya, sebagai tempat pemukimannya, bahkan meninggal dunia pun masih memerlukan sebidang tanah. Oleh karena itu masyarakat diberikan hak untuk menikmati hak atas tanah guna kelangsunggan hidupnya.

Kebutuhan manusia akan tanah semakin hari semakin meningkat, sedangkan persedian tanah terbatas sekali. Hal ini berdampak seolah-olah tanah menjadi sempit, dan menjadi sedikit. Tidak seimbang  antara persedian tanah dengan kebutuhan akan tanah mengakibatkan nilai tanah bertambah tinggi.

Masalah hak-hak atas tanah di Indonesia telah diatur dalam suatu unifikasi hukum tanah nasional yang tertuang dalam UUPA. Khusus mengenai hak atas tanah diatur dalam pasal 16 sampai 49 UUPA. Dan untuk itu masyarakat memiliki kebebasan untuk menggunakan hak atas tanah yang dimilikinya sesuai dengan peruntukannya.

Diantara hak atas tanah yang diatur dan diakui oleh UUPA, Hak milik atas tanah merupakan hak yang bersifat terkuat dan terpenuh serta bersifat turun temurun yang dapat dipunyai seseorang atas tanah. Dengan sifat tersebut pemegang hak milik atas tanah dapat bertindak penuh atas haknya dengan tentunya memperhatikan batasan-batasan yang ada, seperti misalnya mengalihkan hak atas tanah yang dimilikinya melalui jual beli, hibah dan lain sebagainya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor : 5 Tahun 1960, maka masalah peralihan  hak atas tanahpun mendapat pengaturan tersendiri. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 19 (1) UUPA yang menentukan bahwa Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud disini adalah PP Nomor : 10 Tahun 1961 yang telah dirubah dengan  PP Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Dialihkan (pemindahan) hak artinya berpindahnya Hak Milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain dikarenakan adanya suatu perbuatan hukum. Beberapa bentuk peralihan hak atas tanah, seperti jual beli, hibah, tukar menukar, pemisahan dan pembagian, hibah wasiat dan lain sebagainya.

Bentuk-bentuk peralihan hak tersebut diatas pada umumnya bersifat timbal balik, artinya bahwa diantara para pihak yang mengadakan peralihan hak terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak secara timbal balik. Namun pada kenyataan sehari-hari tidak jarang terjadi seseorang semasa hidupnya mengalihkan miliknya atas sebidang tanah tanpa adanya suatu pembayaran sebagai ganti dari pemberian tersebut kepada anak-anaknya atau kepada salah satu sanak keluarganya ataupun kepada orang lain. Pemberian hak katas tanah oleh seseorang semasa hidupnya secara cuma-cuma ini dikenal sebagai HIBAH.

Pengertian hibah menurut Hukum Adat adalah pemberian seseorang semasa hidupnya kepada ahli warisnya sebagai permulaan dari pewarisan . pemberian ini oleh Ter Haar dinamakan toescheiding.

Ciri dari penghibahan adalah penyerahan barang seketika, dan tanpa adanya imbalan dari penerima hibah. Sehingga menjadi suatu kewajaran apabila seseorang pada waktu hidupnya memberikan sesuatu barang kepada orang lain atau kepada anak sekeluarganya, lebih kepada anak atau istrinya.

BAB II KERANGKA TEORITIS

A. 
Pengertian Hibah

Berdasarkan ketentuan pasal 1666 BW, penghibahan adalah suatu persetujuan, dalam mana ssuatu pihak, berdasar atas kemurahan hati berjanji daam hidupnya memberikan hak milik atas suatu benda kepada pihak kedua secara percuma dan tidak dapat ditarik kembali, sedang pihak kedua menerima dengan baik penghibahan tersebut.

Penghibahan ini digolongkan pada apa yang dinamakan persetujuan dengan cuma-cuma (om niet ) dimana istilah tersebut ditujukan pada prestasi dari suatu pihak saja yaitu dari pihak penghibah, sedangkan pihak lainnya yang mendapatkan hibah tidak memiliki kewajjiban untuk memberikan kontra-prestasi sebagai imbalannya.
 Persetujuan yang demikian dinamakan persetujuan “sepihak” sebagai lawan dari persetujuan timbal balik. Atau dapat dikatakan bahwa pemberian secara hibah ini bertujuan untuk memberikan suatu hadiah belaka, jadi tidak boleh ada suatu keharusan atau perikatan meskipun hanya sebatas pada naturlijke verbintenis semata.


Dari pengertian tersebut, jelas terlihat bahwa dalam hibah tidak dikenal adanya kontraprestasi yang dibebankan kepada si penerima hibah. Berbeda dengan jual beli yang bersifat timbal balik, di satu pihak penjual berkewajban untuk menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli, namun dilain pihak pembelipun memiliki kewajiban untuk membayar harga jual beli yang telah disepakati bersama. Dari gambaran tersebut maka dapat dikatakan bahwa peralihan hak milik atas tanah secara hibah merupakan perbuatan sepihak tanpa mengharapkan imbalan balik atas apa yang telah diberikanya tersebut.

B. Hal-Hal Yang Menyebabkan Terjadinya Hibah

Sesuai dengan pokok permasalahan dalam skripsi ini, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai hak milik atas tanah. Mengenai hak milik atas tanah juga diatur dalam UUPA, khususnya dalam pasal 20 yang menentukan bahwa Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan pasal 6 dimana disebutkan semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Artinya bahwa hak milik atas tanah ini tidak terbatas jangka waktu penguasaanya oleh si pemegang hak, dan jika pemegang hak milik tersebut meninggal dunia, maka haknya secara otomatis akan beralih atau dilanjutkan oleh seluruh ahli warisnya. Dan hak milik ini pula dapat beralih kepasda pihak lain, seperti dengan cara jual beli, hibah, tukar menukar, pemasukan dalam perusahaan, dan lain-lain.

Pemberian secara hibah bertujuan untuk memberikan suatu hadiah belaka, jadi tidak boleh ada suatu keharusan atau perikatan meskipun hanya sebatas pada naturlijke verbintenis semata, semasa hidupnya oleh si pemberi hibah.
 

Ketentuan pasal 1682 yang mengharuskan pembuatan akta notaris untuk penghibahan tanah, sekarang sudah dianggap tidak berlaku lagi dengan adanya PP Nomor : 10 tahun 1961 yang telah diubah dengan PP Nomor :24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Sehingga  penghibahan hak atas tanah haruslah dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, seperti halnya perbuatan peralihan hak atas tanah dalam bentuk lainnya.

Mengenai peralihan hak milik atas tanah, pasal 56 UUPA ditentukan bahwa selama Undang-Undang mengenai hak milik sebagaimana tersebut dalam pasal 50 ayat 1 belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimakssud dalam pasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini.

Dalam hal penghibahan hak milik atas tanah, maka orang yang memiliki hak milik atas tanah tersebut menyerahkan hak miliknya atas tanah tersebut kepada penerima hibah untuk selama-lamanya.
 Dengan proses hibah ini, maka hak milik ats tanah tersebut berpindah kepada si penerima hibah, sama halnya dengan jual beli dan tukar menukar. Penghibahan hak milik atas tanah ini sesuai dengan ketentuan PP nomor : 24 TAHUN 1997, haruslah dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat akta tanah. Hal ini sesuai dengan apa yang ditentukan dalam pasal 37 yang menentukan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hiabah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya. Kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat dsidaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan perundang-undanngan yang berlaku.

Dalam hal ini, pendaftaran peralihan hak atas tanah khususnya melalui hibah menjadi sangat penting terutama bagi penerima hak sebagai dasar pembuktian hak atas tanah yang di milikinya, sesuai dengan salah satu tujuan unifikasi dibidang pertanahan yaitu menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hak Milik Atas Tanah Yang Beralih Dari Pemberi Hibah Kepada Penerima Hibah.

Pengertian hak adalah suatu kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang terhadap sesuatu benda maupun orang sehingga diantaranya timbul suatu hubungan hukum.
 Begitu pula halnya dengan hak atas tanah, apabila seseorang memperoleh hak atas tanah, maka terhadap orang tersebut telah melekat kekuasaan untuk mempergunakan tanah tersebut dengan dibatasi kewajiban-kewajiban tertentu yang diperintahkan oleh hukum.

Pemberian hak atas tanah tersebut membawa konsekuensi bahwa terjalin suatu hubungan hukum antara orang atau badan hukum selaku pemegang hak dengan tanahnya, sehingga terhadap tanah tersebut yang bersangkutan berhak untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang tentunya tidak melanggar ketentuan hukum.

Didalam Hukum Agraria yang berlaku di Indonesia, orang atau badan hukum dapat mempunyai hak-hak atas tanah, yaitu hak atas permukaan bumi.
 Hak atas tanah memberi kewenangan kepada yang mempunyai untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan. Lebih lanjut dalam pasal 4 UUPA ditentukan bahwa atas dasar hak  dari negara akan ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada dan di punyai oleh orang-orang serta badan-badan hukum.

Peralihan hak atas tanah, apapun bentuknya akan menyebabkan beralihnya hak atas tanah yang dimiliki oleh seorang kepada orang lain. Masing-masing bentuk peralihan hak atas tanah tersebut memiliki prosedur dan persyaratan yang berbeda, serta membawa konsekuensi yag berbeda pula bagi para pihak yang berada didalamnya.

Dengan beralihnya hak atas tanah tersebut, maka antara subyek hukum telah terjalin suatu hubungan hukum. Hubungan hukum ini dapat terjadi dengan suatu perbuatan hukum tertentu. UUPA juga memberikan suatu kewajiban yang dibebankan kepada subyek hukum tersebut terhadap tanahnya. Salah satu dari hak atas tanah adalah hak milik.

Pada dasarnya seseorang yang memiliki suatu benda mempunyai wewenang atau kebebasan-kebebasan disamping kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan atau perbuatan apapun terhadap benda miliknya. Demikian halnya dengan seseorang yang mempunyai hak milik atas tanah mempunyai kebebasan dalam melakukan tindakan antara lain tindakan untuk memindahkan hak milik atas tanah kepada pihak lain. Namun adakalanya pemindahan hak milik terjadi tanpa si pemilik mempunyai kehendak untuk memindahkan hak miliknya itu sesuai degan ketentuan pasal 20 (1) UUPA yang berhubungan dengan pasal 6 yang menentukan bahwa hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat bahwa hak itu mempunyai fungsi sosial.

Istilah turun temurun disini maksudnya adalah bahwa hak milik itu dapat terus menurus diturunkan kepada ahli waris setiap pemegangnya.
 Hal ini memberikan pengertian jika orang yang memiliki meninggal dunia, tanah tersebut akan berpindah kepada ahli warisnya, sedangkan istilah terkuat, ini mempunyai pengertian hak milik itu merupakan hak yang paling kuat dari pada hak-hak atas tanah lainnya, sehingga tidak mudah hapus dan dapat dipertahankan terhadap gangguan pihak lain, dan istilah terpenuh artinya bahwa wewenang si pemilik lebih penuh daripada pemegang hak ats tanah lainnya, maka pemiliknya dapat berbuat apa asaja terhadap tanah miliknya, kecuali tidak boleh menelantarkan.
 Diantara perbuatan hukum tersebut adalah hibah dalam peralihan hak milik atas tanah.

Dari pasal 1 Peraturan Menteri Agraria tersebut dapat diketahui bahwa hibah hak millik atas tanah merupakan suatu pemindahan hak. Dengan demikian, hibah hak milik atas tanah adalah pemindahan hak milik kepada pihak lain, yaitu seorang yang memiliki tanah menyerahkan tanahnya untuk selama-lamanya kepada pihak lian dan sejak saat itu hak milik tersebut berpindah kepada orang yang menerima hibah. Jadi pemberian yang dilakukan oleh pemberi hibah adalah suatu pemberian tanpa bayaran seperserpun kepada penerima hibah.


Kita ketahui bahwa PP nomor 24 tahun 1997 merupakan realisasi dari pasal 19 UUPA yang penjelasan umumnya menyatakan tujuan pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah diseluruh Indonesia. Pada pokoknya pasal 19 UUPA menginstruksikan agar pendaftaran tanah segera dilaksanakan.


Setiap orang yang mempunyai hak atas tanah, pendaftaran merupakan bagian yang penting untuk menjamin kepastian hak-hak itu, maka pendaftaran hak tersebut akan menimbulkan adanya sertipikat tanah. Didalam sertipikat tercantum nama si pemegang hak, yang kuat. Namun tidak menutup kemungkinan bagi orang lain untuk membuktikan sebaliknya, hal ini karena PP nomor 24 tahun 1997 mnganut pendaftaran tanah yang bersistem kurang baik. Oleh karena itu sertipikat merupakan syarat dalam pembuatan akta dan pendataran peralihan suatu hak, sedang peralilhan hak itu harus disertai pula dengan peralihan sertipikatnya.

Dalam rangka pelaksanaanya  tugas pendaftaran tanah pasal 19 UUPA meliputi antara lain :

1. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah;

2. Pendaftaran hak-hak ats tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat.


Dari hal tersebut, maka segala perbuatan yang berakibat beralihnya hak-hak atas tanah harus didaftarkan kekantor pendaftaran tanah.


Dalam PP 24 Tahun 1997 pendaftaran peralihan hak atas tanah dibedakan antara tanah-tanah yang sudah terdaftar dan tanah-tanah yang belum terdaftar.


Sebelum dilakukan pendaftaran pemindahan hak atas tanah harus terlebih dahulu dilakukan seperti yang tersebut dalam pasal 37 PP Nomor 24 tahun 1997 yaitu, perbuatan pemindahan hak harus dibuktikan denngan akta PPAT, maka hukum hibah harus diselenggarakan dihadapan PPAT untuk dibuatkan aktanya dengan maksud akta tersebut sebagai bukti bahwa tanah yang bersangkutan telah benar-benar dihibahkan oleh penghibah kepada peneriima hibah.

Berdasarkan ketentuan pasal 3 Peratuan Menteri Agraria nomor 10 Tahun 1961 yang dapat diangkat sebagai Pejabat  Pembuat Akta Tanah ialah :

1. Notaris;

2. Pegawai-pegawai dan mantan pegawai dalam lingkungan Direktorat 
Jendral Agraria yang diangap mempunyai pengetahuan yang cukup 
tentang peraturan-peratuan lainnya yang bersangkutan dan persoalan 
peralihan hak atas tanah;

3. Para pegawai pamong praja, yang pernah melakukan tugas seorang 
PPAT;

4. Orang-orang lain yang telah lulus dalam ujian yang diadakan oleh 
Direktorat Jendral Agraria.

Untuk menjamin diselenggarakannya ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana mestinya maka dalam melakukan Perbuatan hibah dihadapan PPAT, penghibahan dan penerimaan hibah harus dihadiri oleh 2 orang saksi.
 Jika penghibahan atau penerima hibah berhalangan hadir, maka penghibahan atau penerima hibah tersebut bisa diwakili oleh seorang kuasa yang bertindak atas kuasa penghibahan atau penerima hibah.
 Disamping itu penghibah harus benar-benar mempunyai wewenang untuk memindahkan hak atas tanahnya, artinya penghibahan haruslah orang yang memiliki dan mempunyai hak atas tanah. Sedangkan penerima hibah haruslah memenuhi syarat-syarat sebagi pemegang hak milik.

Penghibahan hak milik atas tanah yang belum dibukukan harus disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu seorang pejabat anggota pemerintah desa dan Kepala Desa yang berwenang di daerah tersebut. Disini peranan kepala desa tidak hanya sebagai sksi saja akan tetapi menanggung bahwa penghibah adalah benar-benar orang yang berwenang menghibahkan tanahnya tersebut.

Sedangkan untuk tanah yang dibukukan dapat diambil dari orang lain selain kepala desa dan seorang anggota Pemerintahan Desa, kecuali ada keraguan terhadap wewenang si pemilik terhadap tanahnya tersebut. Sebelum PPAT membuatkan akta hibah harus di perlihatkan terlebih dahulu sertipikat tanah yang bersangkutan. Mengenai tanah yang sudah terdaftar, maka pejabat dapat menolak permintaan untuk membuatkan akta sebagiman yang dimaksud dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 19997, jika :

1. Permintaan itu tidak denga disertai sertipikat tanah yang bersangkutan;

2. Tanah yang menjadi objek perjanjia, ternyata masih dalam perselisihan;

3. Tidak disertai surat tanda pembayaran biaya pendaftaran;

Juga dalam hal tanah yang belum terdaftar, maka sebagai gantinya sertipikat tanah yang bersangkutan harus diserahkan kepada PPAT, yaitu :

1. Surat Keterangan Kepala Kantor Pertanahan yang menyatakan bahwa 
hak atas tanah itu belum mempunyai sertifikat. Di daerah-daerah 
kecamatan di luar kota tempat kedudukan Kepala Kantor Pertanahan,- 
surat Keterangan Kepala Kantor Pertanahan tersebut dapat diganti 
dengan pernyataan yang memindahkan dari pemilik yang dikuatkan oleh 
Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintahan Desa yang 
bersangkutan.

2. Surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten 
Wedana yang membenarkan surat bukti hak itu;

3. Surat tanda bukti pembayaran biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran 
dapat dibayar melalui Kantor Pos, atau langsung dibayar di Kantor 
Pertanahan.

Untuk perbuatan hukum hibah dapat dilakukan secara lisan yaitu diucapkan sendiri ataupun dapat dilakukan secara tertulis, misalnya karena penghibah sudah tua atau berada ditempat lain dan tidak dapat datang sendiri untuk menyampaikan maksudnya dihadapan PPAT, maksudnya ditulis sedemikian rupa sehingga benar-benar berisi maksud dan tujuan penghibah tersebut. Penghibahan yang disampaikan secara tertulis setidak-tidaknya dapat dipertanggung jawabkan.

Bila surat-surat seperti tersebut diatas sudah dipenuhi, maka PPAT membuatkan aktanya yang kemudian akan ditanda tangani oleh para pihak. Selanjutnya PPAT menyerahkan akta hibah tersebut dan berkas-berkas lain kepada Kantor Pertanahan seksi pendaftaran tanah untuk mendaftarkan pemindahan hak tersebut, kecuali yang bersangkutan akan menyampaikan sendiri. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan pendaftaran pemindahan hak secara hibah adalah :

1. Akta hibah yang dibuat dihadapan PPAT;

2. Sertifikat dari tanah yang bersangkutan;

3. Pernyataan jumlah tanah yang dimiliki;

4. Turunan surat keterangan Warga Negara Indonesia suami istri yang 
disahkan oleh yang berwenang;

5. Izin pemindahan hak jika diisyaratkan.

Saat sekarang yang menjadi masalah adalah kapan hak milik atas tanah itu beralih, pada saat akta tersebut dibuat dihadapan PPAT atau pada saat pendaftaran pemindahan hak milik tersebut.

Ada sebagian yang berpendapat bahwa saat beralihnya pemindahan hak milik atas tanah terjadi pada saat perbuatan pemindahan hak dilakukan dihadapan PPAT. Pendapat ini berdasarkan pada alasan bahwa ijab kabul, serah terima telah terjadi pada saat ditandatangani akta tanah dihadapan PPAT.

Dalam bab ini akan dikemukakan permasalahan hukum yang ada dalam hibah khususnya pada hibah hak milik atas tanah yang banyak dijumpai dalam masyarakat. Bagaimana akibat hukumnya jika perbuatan  hukum hibah ini tidak dilakukan dihadapan PPAT, sebagaimana dimaksud pasal 37 PP nomor 24 tahun 1997 yang mengharuskan bahwa setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak harus dibuktikan dengan akta PPAT.

Oleh karenanya pasal 62 tersebut diatas berfungsi sebagai sanksi dari pada ketentuan tersebut dan merupakan peraturan yang diadakan demi ketertiban umum berkaitan dengan perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah tersebut.

Namun seluruh ketentuan diatas harus tetap memperhatikan ketentuan yang ada dalam pasal 37 ayat 2 PP Nomor : 24 Tahun 1997, yang menentukan bahwa dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan. Pengecualian ini dapat diberikan dalam keadaan-keadaan tertentu seperti pada daerah-daerah terpencil di tempat mana belum ditunjuk PPAT Sementara yang dapat membantu masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum mengenai tanah.

Atas dasar ketentuan tersebut diatas dikeluarkanlah Peraturan Menteri Agraria Nomor : 10 Tahun 1961 bersambung pada Peraturan Menteri Agraria dan Pertanian Nomor : 4 Tahun 1963, yang menentukan siapa-siapa yang dapat ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan apa tugas kewajibannya, yaitu :

1. Notaris ;

2. Pegawai-pegawai dan bekas pegawai dalam lingkungan Direktorat 
Jenderal Agraria yang dianggap mempunyai pengetahuan yang 
cukup tentang peraturan-peraturan pendaftaran tanah dan peraturan 
lainnya yang bersangkutan dengan persoalan hak atas tanah ;

3. Para pegawai pamongpraja yang pernah melakukan tugas seorang 
PPAT ;

4. Orang-orang lain yang telah lulus dalam ujian yang diadakan oleh 
Direktorat Jenderal Agraria (sekarang Badan Pertanahan Nasional) ;

Kemudian ketentuan tersebut diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.19/DDA/1971 tentang Pembentukan Panitia Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Sebagaimana yang disebutkan Pasal 5 keputusan tersebut ditentukan bahwa yang dapat menempuh ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah ialah :

a. Notaris ;

b. Wakil Notaris ;

c. Bekas pegawai teknis Direktorat Jenderal Agraria (sekarang Badan 
Pertanahan Nasional) yang oleh panitia dianggap cukup mempunyai 
pengetahuan yang berhubungan dengan peraturan pendaftaran tanah 
dan persoalan peralihan hak atas tanah ;

d. Sarjana Hukum bekas Pegawai Negeri ;

e. Bekas Pegawai Pamongpraja yang pernah menjabat sebagai Pejabat 
Pembuat Akta Tanah waktu bertugas sebagai camat.

Sehingga dalam pendaftaran tanah setelah berlakunya UUPA terdapat suatu kepastian tentang lembaga yang berwenang melakukan tugas pendaftaran tanah tersebut. Dalam hal ini PPAT adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta-akta peralihan hak atas tanah, pemberian hak baru atas tanah dan pengikatan tanah sebagai jaminan hutang. Sedangkan di lain sisi Badan  Pertanahan  Nasional  merupakan  pejabat  satu-satunya yang secara khusus melakukan pendaftaran tanah dan menerbitkan surat tanda bukti haknya.

Pendapat lain Menurut Maria S.W. Sumardjono mengatakan bahwa pasal 62 PP nomor 24 tahun 1997 itu diadakan dalam rangka acara pendaftaran yang bertujuan memberikan alat pembuktian yang kuat kepada penerima hak. Oleh karena itu, akta yang dibuat oleh PPAT tersebut hanya berkaitan dengan transaksi yang dilakukan diantara para pihak semata. Dengan demikian, akta yang dibuat oleh pejabat umum tersebut hanya merupakan suatu alat yang menjembatani untuk mencapai sesuatu hal yang diinginkan seperti balik nama, untuk memperoleh pinjaman dengan jaminan tanah dan lain sebagainya.

Sedangkan untuk pendaftarannya sendiri dalam pasal 37 PP Nomor : 24 Tahun 1997 disyaratkan bahwa perbuatan hukum tersebut harus dibuktikan dengan akta yang dibuat dihadapan PPAT untuk selanjutnya didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kotamadya setempat.

Perlunya dipenuhi syarat formil tersebut diatas adalah untuk menjamin kepastian hukum khususnya bagi penerima hak, karena tanpa akta PPAT dan pendaftaran atas peralihan hak yang dilakukannya, maka bukti kepemilikan hak milik atas tanah yang berupa sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan tidak akan dapat dibalik nama ke atas nama penerima hibah. Dengan tidak dapat dibalik nama maka dasar kepemilikan hak penerima hibah menjadi tidak kuat. Hal ini tentunya tidak dikehendaki oleh para pihak dan sekaligus bertentangan dengan tujuan kesatuan dan penyederhanaan hukum tanah nasional yaitu mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dengan tidak didaftarkannya peralihan hak secara hibah tersebut, maka jika ada gangguan dari pihak ketiga, penerima hibah tidak akan mempunyai bukti yang kuat mengenai sahnya perbuatan hukum hibah tersebut.

Jadi terdapat kesulitan-kesulitan praktis yang dialami, jika hibah tidak dilakukan dengan akta, yaitu :

1. Penerima hibah akan mengalami kesulitan untuk membuktikan hak 
yang diperolehnya;

2. Tanpa akta PPAT akan mengalami kesukaran untuk memperoleh 
izin pemindahan hak dari instansi agraria yang berwenang;

3. Kepala seksi pendaftaran tanah akan menolak untuk Melakukan 
pencatatan pemindahan hak tersebut.

Untuk dapat mendaftarkan pemindahan hak secara hibah yang dilakukan tanpa akta PPAT harus mengulangi penghibahan tersebut dihadapan PPAT, karena akta PPAT merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan pemindahan hak  tersebut.

Dalam hal mengulangi perbuatan hukum hibah dihadapan PPAT tidak menjadi persoalan jika penghibah masih hidup, tetapi jika penghibah sudah meninggal dunia dan ahli warisnya tidak mau melakukan pengulangan perbuatan hukum hibah yang pernah dilakukan oleh penghibah semasa hidupnya, maka untuk ini walaupun hak milik atas tanah telah beralih kepada penerima hibah ataupun ahli warisnya nanti tidak dapat mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain atau membebaninya dengan hipotik.

Untuk hal ini tersebut diatas, penerima hibah dapat meminta keputusan kepada pengadilan untuk di nyatakan sebagai pemilik yang sah, asalkan harus ada sengketa, karena diluar sengketa seseorang tidak dapat meninta kepada pengadilan untuk dinyatakan sebagai pemilik yang sah dari sebidang tanah.

Kesulitan yang dialami lagi jika kantor Pertanahan Nasional berkeberatan menerima keputusan pengadilan sebagai pengganti dari akta PPAT, maka jalan satu-satunya yang mungkin harus ditempuh untuk dapat mendaftarkan pemindahan hak tersebut yaitu mengulangi perbuatan hukum hibah dihadapan PPAT. Hal ini dikarenakan kantor agraria melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan yang telah ditentukan oleh UUPA maupun peraturan pelaksanaannya.

Oleh karenanya untuk hibah hak milik atas tanah, selain harus dipenuhinya syarat tunai dan penyerahan atas obyek hibah, juga perbuatan hukum peralihan hak atas tanah secara hibah tersebut harus pula dibuktikan dengan akta yang dibuat dihadapan PPAT untuk selanjutnya dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kotamadya setempat.

Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, hibah merupakan suatu  bentuk perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Seseorang yang memberikan sesuatu benda kepada orang lain selalu mempunyai tujuan tertentu, demikian juga dengan penghibahan hak milik atas tanah. Namun, tujuan si  penghibah  tidak  selalu  terlaksana  seperti  yang dikehendaki.

Contoh :

Seseorang menghibahkan sebidang tanah kepada anak perempuannya yang baru kawin dengan tujuan bekal hidup suami istri tersebut, kemudian pada suatu waktu tertentu suami istri itu bercerai dan anak penghibah kembali kepada penghibah. Penghibahan tersebut diberikan atas nama suami anaknya.

Dalam hal tersebut penghibah hendak menarik kembali tanah yang dihibahkan, karena tujuan yang diinginkan sudah tidak sesuai lagi dengan adanya perceraian tersebut.

Meskipun suatu penghibahan pada umumnya tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan pihak lawannya, namun undang-undang memberikan kemungkinan bagi pihak si penghibah untuk dalam hal tertentu menarik kembali atau menghapuskan  hibah  yang   telah  diberikan   kepada seseorang.

BAB IVPENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Hibah hak milik atas tanah yang merupakan salah satu bentuk perbuatan peralihan hak , harus memenuhi syarat terang dan levering atau penyerahan. Selain itu perbuatan hukum tersebut juga harus dilakukan dihadapan PPAT dan dibuktikan dengan suatu bentuk Akta PPAT untuk kemudian didaftarkan pada kantor pertanahan setempat. Sehingga perbuatan hukum hibah hak milik atas tanah baru akan menyebabkan beralihnya hak atas tanah dari pemberi hibah dan penerima hibah, apabila syarat materiil yaitu terang dan levering atau penyerahan dan juga syarat formil yaitu dibuktikan dengan akta PPAT dan didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat dipenuhi secara kumulatif dan penuh pada saat yang sama.

2. Hibah hak milik atas tanah yang dilakukan tanpa akta PPAT akan tetap dianggap sah menurut hukum, asalkan telah memenuhi syarasyarat materiil, namun akan ada kesullitan-kesulitan yang dialami apabila syarat formil tidak dipenuhi yaitu :

a. Penerima hibah mengalami kesukaran membuktikan hak atas tanah yang diperolehnya;

b. Tanpa akta PPAT akan mengalami kesukaran untuk memperoleh izin pemindahan hak dari instansi agraria yang berwenang’

c. Kepala Kantor Pendaftaran Tanah akan menolak untuk melakukan pendaftaran pemindahan hak.

Sehingga penerima hibah akan mengalami kesulitan dalam hal pembuktian akan hak milik ats tanah yang baru dimilikinya karena hibah tersebut.

B. SARAN-SARAN

1. Hendaknya perbuatan hukum hibah hak milik atas tanah dilakukan menurut prosedur yang telah ditentukan oleh UUPA maupun peraturan pelaksanaannya, yaitu dilakukan di hadapan PPAT. Kepada seluruh instansi pertanahan memberikan penyuluhan-penyeluhan kepada seluruh warga masyarakat agar mereka mengetahui peraturan-peraturan tentang hukum pertanahan yang berlaku. 

2. Demi kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah, maka bagi masyarakat yang telah mempunyai hak atas tanah yang belum bersertifikat secara mungkin diusahakan untuk memperoleh sertipikat yang bersangkutan, tentunya termasuk penerima hibah. Guna mencapai tertib administrasi pertanahan seharusnya tanah yang akan dihibahkan kiranya sudah bersertifikat.
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